
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 4B TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2O2O

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA

DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUS1 RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimba-ng : a. bahwa Tata Cara Pembagial dan Penetapan Rincian

Dana Desa setiap desa di Kabupaten Musi Rawas

Tahun Anggaran 2O2o telah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

Setiap Desa Di Kabupaten Musi Rawas Tahun

Anggaran 2O2O;

b, ba-hwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabittas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coron@

Vtrus Diseose 2OL9 (COWD-191 dan/atau dslam

rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan

Perekonomian Nasional da-n/atau Stabilitas Sistem

Keuangan, Dala Desa dapat digunalan untuk

kegiatan Penanganan Pandemi Corona Vnts Diseose

2019 (COWD|q| dan Bantuan Langsung Ttrnai Desa;

L



c.

: 1.

d.

balwa untuk mempercepat penyaluran Dana Desa

dalam mendukung pelaksanaan Bantuan tangsung

T\rnai Desa, perlu disusun persyaratan dan talapan

penyaluran Dana Desa, penatausahaan, pedoman

penggunaan, pemantauar serta evaluasi pengeloLaan

Dana Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan BuPati tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2O2O te,]taIrg

Tata CaJa Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Tahun

AnggaraJ] 2O2O.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat U dan Kotapraia di

Sumatera Selatan (l€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentarg Desa

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7 Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijal<an

Keuangan Negara darl Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pande mi Corona Vtrus Diseose

2019 (COwD-lgi dan/atau dalam rangka menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dar/atau Stabilitas Sistem Keuangan

menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 87, Tambahan

kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6485);

Mengingat

3.

4.
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6.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol9 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belalja Negaja Tahun

2O2O (l€mbaran Negara Republik Indonesia Taltun

2019 Nomor 198, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6410);

8.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan

Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Dbeo.se 2019

(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian

Nasional Dan/Atau Stabilitas sistem Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 87, Tambahan lembaral Negara Republik

Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Iembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O tel]tall.g

Perubahan Postur dan Rinciarr Anggaran Pendapatan

dan Belanja Tahun Anggaran 2O2O (Irmbaran Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 94);

7.
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Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2OOO tentang

Kementerian Keunagan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahr:n 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangal Nomor

2OSIPMK.OT l2OL9 tentang Pengelolaan Dana Desa

(Berita NegaE Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

17OO);

10.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

35IPMK.O7 12019 tentang Pengelolaan Transfer Ke

Daerah DalI Dana Desa Tahun Anggaran 2O2O Dalam

Rangka Penanganar Panderni Corona Vitus Diseq.se

2019 (COWD-|91 Dan/Atau Menghadapi Ancamalt

Yang Membahayakal Perekonomian Nasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

40 IPMK.OT /2O2O tentang Pengelolaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

384) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor SO/PMK.O7 l2O2O rel:tzl:g

Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 500);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (L€mbaJan Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2O2O TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENE'TAPAN RINCIAN

DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2020.

12_

13.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dala.E Peraturan BuPati Nomor 4 Tahun

2O2O tentang Tata Cara Pembagian dart Penetapan Rincian

Dana Desa Setiap Desa di Kabupa.ten Musi Rawas Tahun

Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kabupaten Musi Ran'as

Tahun 2O2O Nomor 4) diubah, sehingga berbunyi sebagsi

berikut:

1. Diantara Pasat 8 dan Pasal 9 disieipkan 3 (tiga)

Pasal, yaitu Pasat EA, Pasal 88 dan Pasal 8c, yang

berbr:nyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Da.lam rangke pelaksanaan kebijakan APBN

Tahun Anggaran 2o2O, dilakukan penyesuaian

dan/atau penetapan atas pagu alokasi TKDD

Tahun Anggaran 2O2O.

Pcnyesuaian dan/atau penetapan pagu alokasi

TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan atas:

a. DBH;

b. DAU;

c. DAK Fisik;
d. DAK Non frsik;

e. DID;
f. Dana Otonomi Khusus dan DTI;

g- Dana Keistimewaan; dan

h. Dana Desa.

Penyesuaian dan/atau penctapan pagu alokasi

TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dala.m Peraturan Presidcn Nomor 54

Tahun 2O20 tentang Perubahan Postur dan

Rincian Anggaran Pendapatan dan Bela4ia

Negara Tahun ArlggaraIr 2O2O.

(1)

(21

(3)



(1)

(21

Pasal 88

Pagu Dana Desa di Kabupaten Musi Rawas

sebagairnana dimaksud dalam Pasal EA ayat
(21 huruf h ditetapka'r sebcsan

Rp. 1a9.366.612.ooo,- (seratus delapan puluh

sembilan milyar tiga ratus enam puluh enam juta

enam ratus du,a belas ribu rupiah).

Penyesrraian atas selisih pagu Dana Desa

dilakukan secara proporsional terhadap nilai

Alokasi Dasar untuk r[asing-masing setiap

Desa-

Pasal 8C

(1) Berdasarkan pagu Dana Desa unhtk masing-

rnasing daerah kabupaten sebagailmana

dirnaksud dalam Pasal 8B ayat (2), brrpati
melakukan perryesuaian penghitungan

rincian Dana Desa setiap Desa.,

(2) Penyesuaian penghitungan rincian Dana

Desa setiap desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialokasikan secara merata

tertradap Alokasi Dasar setiaP Desa y8.ng

brsangkutan.
(3) Besaran Alokasi Dasar setiap desa dihitung

denga;r cara membogl Alokasi Dasar untuk

masing-masing daerah Kabupaterr dengan

jurnlah desa di daerall Kabrrpaten yang

bersangkLrtan.
(4) Berdasarkan penyesrraian rincian Dana

Desa setiap dese sebagairnsma dimaksud pada

ayat (1), Bupati melakukan perubaharr

nengerrai tata cara pembagian dal
perretapan rincian Dana Desa setiap Desa di

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2O2O

sebagaimana tercartum dalam lamPiran Peraturan

Bupati ini..



2. Ketentuan Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi

eebagai berikut:

Pasal 9

Dihapus

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (a) diubah, sehingga Pasal 10

berbunyi sebegai berikut :

Pasal 1O

(f) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD

melalrri RKUD.
(2) Penyaturan Dana Desa sebagairrrana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan

Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan

penyaluran dana hasil pernotongan Dana Desa

ke RKD.
(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah

kabupaten dan penyaluran dana hasil

pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan

berdasarkan suratkuasaperuindahbukuan
Dana Desa dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagairna.na dimaksud
pada ayat (f) dilakukan dalam 3 (tigal tshap,

dengan ketentuan:

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar

4O7o (empat puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Mar€t sebesar

4O7o (empat puluh persen); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebcsar

2oolo (dua puluh persen)-



4. Ketentuan Pasal 1 1 diubah dan ditambah 1 (satu)

sehingga Pasal 1 1 b€rbunyi sebagai berikut:

ayat,

Pasal 1 1

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan

setelah Kepala KPPN seLaku KPA Penyaluran

DAK Fisik dan Dala Desa menerima dokumen
persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan

ketentuan:

a" tahap I berupa:

l. peraturan Brrpati mengenai tata ca.ra

pembagial dan penetapan rincian

Dana Desa setiap Desa;

2. peraturan Desa mengenai APBDes;

dan

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana

Desa;

tahap II tanpa dokuinen persyaratan;

tahap III berupa:

1. peraturan Bupati mengenai tata cara

pembagial dan penetapan rincian

Dana Desa setiap Deseq

peraturan Desa mengenai APBDes;

laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran Dana Desa tahun

anggaran sebelumlya;

4. laporan rea.lisasi penyerapan dan

capaian keluaran Dana Desa sampai

dengan tahap Il menunjukkan realisasi

penyerapan paling sedikit sebesar 5O7o

(lima puluh persen) darr capaian

keluaran paling sedikit sebesar 5O%

(lima puluh persen); dan

(1)

b,

c.

)

3.

8
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(3)

(4)

5. laporan konvergensi pencegahal

stunting tingkat Desa tahun anggaran

sebelumnya.

(2) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan
surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a

angka 3 dan ayat (2) hrruf a angka 3 untuk

seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat

penyarnpalan dokumen persyaratan

penyalural tahap I pertama kali.
Capaian keluaran sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) huruf b angka 2 darl huruf c angka

1 dan ayat (21 huruf b angka 2 dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capaian

keluaran dari seluruh kegiatan.

Penlrusunan laporan realisasi penyerapan dan

capaiankeluaran sebagaimanadimaksud
pada ayat (U huruf b dan huruf c dan ayat (2)

huruj b dilakukan sesuai dengan tabel refererrsi

data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume

keluaran, satuan keluaran, dan capaian

kelrraral.
(5) Dokumen persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disarnpaikan dengarr surat pengantar yang

ditandatangard oleh Bupali atau Wakil Bupati
atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Pemerintah Kabupaten menandai pengajuan

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (U atas Desa yang layak salur melalui

aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal

Perbendaharaan.

9
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(71

(8)

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat ( U

disampaikan dalam bentuk dokumen lisik

(lard@pg) dan/atau dokumen elektronik
(sofiapg).

Dokumen elektronik (sofiepg) sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diotah melalui aplikasi

yang disediakan oleh Direktorat Jenderal

Perbendaharaan.

Diantara Pasal I I dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu)

Pasal yaitu Pasal llA, yang berbunyi sebagai

berikut :

Pasat f 1A

(1) Dalam hat Desa belum salur Dana Desa tahap I,
Dana Desa disalurkan dengan p€rslraratan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (l),

dengan tambalran ketentuan :

a- Penyaluran Dana Desa tahap 1 dilakukan

alalam 3 (tiga) kali dengan besaran :

l. penyaluran pertarna sebesar 157o (lima

belas persen);

2. penyaluran kedua sebesar 15olo (lima

belas persen); dan

3. penyah:ran ketiga sebesar lOolo (scptrluh

persen);

b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan

dalarn 3 (tiga) kali denga-n besaran:

1. penyaluran pertallra sebessr 159/0 oima
belas persen);

2. penyaluran kedua sebcsar 157o (lima

belas persen); dan

3. penyaluran ketiga sebesar 1O7o (sepuluh
persen);

10
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c, penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan

rentang waktu antar penyaluran paling cepat

2 (dua) minggu; dan

d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan

dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c dan

mernenuhi persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) hurul c.

Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(4ll

a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan

dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:

1. penyaluran pertarna sebesar l57o (lima

belas persen);

2. penyaluran kedua sebesar 15o/o (lt,na

belas persen); dan

3, penyaluran ketiga sebesar 1o9lo (sepuluh

persen);

b. penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada huruf a dengan rentang

waldu antar penyaluran paling cepat 2

(dua) minggu; dan

c. tahap UI dilal<sanakan sesuai ketentuan

dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan

memenuhi persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 1 ayat

(1) huruf c.

Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1o ayat

(4), penyaluran Dana Desa tahap III

dilaksanakan sesuai ketentual dalam Pasal

10 ayat (a) dan memenuhi persyaratan

penyaluran sebagaimala dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (U.

(3)

t 11
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6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu)

Pasal, yaitu Pasal 12A, yang berbunl sebagai

berikut:

Pasal l2A

(l) Dale"n hal Desa beh:m salur Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4),

kepala desa menyarapaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan
ketentuan:

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulaIrarl
dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan

besaran dan persyarat€D setiap bulan

masing-masing :

l. bulan pertaraa sebesar 15% (lima belas
persen), dengan tr €rsyaratan peraturan

kepala desa mengenai penetapan

keluarga penerima lnarfaat BLTDesa;

2. bulan kedua l57o (lima belas persen),

dengan persyaratan laporan

pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;

dan

3. bulan kgriga l0% (sepuluh persen),

dengan persyaratan laporan

pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;

Penyaft:ran Dara Desa tahap II dan tahap III
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal

10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan

penyaluran sebagairrana ditnaksud dalam

Pasal 11 ayat 0); dan
Dana Desa ta]:ap I diprioritaskan untuk
BLT Desa.

b.

l

L-1 12.
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(2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dara Desa

tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (4), maka:
a. Untuk Dana Desa yalg diterima belum

dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Penyalural Dana Desa tahap II dan tahap

III dilaksanakan sesuai ketentuan da]aln

Pasa-l 10 ayat (4) da.rt memenuhi
persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dar
2. Dana Desa ta-hap I diprioritaskan untuk

BLT Desa; dan

Untuk Dana Desa yang diterima sudah

dibelaljakan,diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara

bulanan dalam kurun wal<tu 3 (tiga)

btrlan, dengan besarandan persyaratan

setiap buLanmasing-masing:

a) bulan pertama sebesar 15%o (lima belas

persen), dengan persyarata[
peraturan kepala desa mengenai

penetapan keluarga peneri-Ea

manfaat BLTDesa;

b) bulan kedua 15%o (lima belas persen),

dengan persyaratan [aporan

pelal<sanaan BLT Desa bulan pertar[a;

dan

c) bulan ketiga 1O7o (sepuluh persen),

dengan persyaratan laporan

pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;

dan

2. Dana Desa tahap U diprioritaskar untuk
BLT Desa.

b.

(3) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa

tahap II sebagaimana dirnaksud dalam Pasal

10 ayat (4), rnaka:

L 13
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a. Penyaluan Dana Desa tahap III

dilaksanakal sesuai ketentuan dalam Pasal

10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan

penyaluran sebagairrrana dima-ksud dalam

Pasal 1 1 ayat (1); darr

b. Dana Desa tahap U diprioritaskan untuk BLT

Desa.

Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke

RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1)

maupun penyaluran secara bulanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa,

kekurangan pelnbayarall BLT Desa dapat

menggunalan Dana Desa taltap berikutnya.

7, Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditarnbah 1 (satu)

ayat, sehingga pasat 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Penggunaan DaDa Desa dipriotitaskan untuk

membiayai pembangunal dan pemberdayaan

masyarakat ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan

kualitas hidup malusia serta penanggulangan

kemiskinal dan dituangkan dalam rencana kerja

Pemerintah Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan

dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi

atas pandemi Corona Virus Disease 2079

(COWD-1 9), antara lain berupa;

a. kegiatan perranganan pandemi Corona Virus

Disea'se-Ig (COWD- 19); dalr/ ata,u

b. jaring pengamal sosial di Desa.

(4)

(1)

(21
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(3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada prioritas
penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigasi.

8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu)

Pasal yaitu Pasal 16A, yang berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 16A.

Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (la) huruf b,

berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau

tidak marnpu di Desa sebagai keluarga
penerirna manfaat.

Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan
melaksanakan kegiatan BLT Desa

sebagaimana dimaksudpada ayat ( 1)-

Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagai:rnana dimaksud pada ayat (f) paling

sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang

berdomisi.li di Desa bersangkutan; dan
b. tidak termasuk penerima bantuan Prograrn

Keluarga Harapan (PKH), Karhr Sembako,

dan Kartu Pra Kerja-

Pendataan calon keluarga penerirrra rrlanfaat
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b mempertimbangkan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian
Sosial.

Besaran BLT Desa sebagaimana dilTlaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebesar:

(1)

(la)

l2l

(3)

6t

(s)

i5
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a. Rp. 600.000,0O (enam ratus ribu rupiah)

untuk bul,an pertama sampai dengan bulan

ketigF per keluarga penerima manfaat;

b. Rp. 3OO.OOO,OO (tigs ratus ribu rupiah) urltuk
bulan keempat sampa.i dengan bulan keenam

per keluarga penerima manfaat.

Pembayaran BLT Desa seb aimana

dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6

(ena.m) bulan paling cepat bulan April2O2O.

Ketentuan mengenai triteria, mekanisme

pendataan, penetapan data kelua.rga penerima

manfaat BLT Desa dan pelaksanaan

pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yarg ditetqfkan oleh Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

9. Diantera Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan I (satu)

Pasal yaitu Pasal 18A, yang berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 18A

(l) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (2) huruf e dilakukarr unhrk mengetahui

besaran Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.

(2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dirraksud
pada ayat (1) diperhitungkan dengan

penyaluran Dana Desa tahap III ta}lun anggaran

be!J'alan.

10. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu)

Pasal yaitu Pasal 2oA, yang berbunyi sebagai

berikut:

(6)

(71

'li_ vi
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Pasal 2OA

hal Peraerintah Desa tidak(1) Dafam

menganggarkan dan tidak melaksanakan

kegiatan BLT Desa sebagaiJnana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (21, dikenakan sanksi

berupa penghentian penyaluran Dana Desa

tahap III tahun anggaran berjalan.
(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa

sebagaimana dimaksud pada a5rat (1) dan ayat (2)

dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil

musyawaral. Desa khusus/musyawarah

insidentil tidak terdapat calon

penerima manfa"at BLT Desa yang memenuhi

l(riteria.
(3) Hasit Desa khusus/musya$,arah

insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dal,am peraturan kepala desa yang

diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

atau pejabat yang ditunjuk.

11. Ketentuan Pa:aal 22 ditambah 1 (satu) ayat

sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal22

(l) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya

sebagaimana dimaksud dctcrn pssal 21 ayat (3)

dapat disaturkan kembali oleh Menteri

Keuangan setelah menerhna:
a. pencabutan dan/atau pemulihan status

hukum tersangka; atam



(2)

b. putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap, atas Kepala Desa

yang melakukan penyalahgunaan
pengelolaal Dana Desa sebagaimata
dimaksud dalam Pasal 2 l -

Dalam hal telah ditetapkan pencabutan

dan/atau pemulihan status hukum tersangka

atau putusan pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan

menyampaikan surat permohonan penjelasan

kepada pimpinan lembaga penegak hukum
atau lembaga peradilan.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai

diundangkan, maka;

a. terhadap Desa yang telah salur tahap II,
penghitungan sisa Dana Desa Tahun 2019 di

RKD dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

2O5/PMK.OT / 2Ol9 tentang Pengelolaan

Dana Desa; dan

b. terhadap permohonan penyaluran Dana

Desa Tahun Anggaran 2O2O:

yang tetah diajukan oleh bupati ke

KPPN; dan
yang telah disampaikan oleh bupati
kepada KPPN narnun diperlukan
penyesuaian atau perbaikan

dokumen, dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Menteri KeuangaIl Nomor

40 / PI|,/K.O7 l2O2O tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 2O5/PMK-O7 /2019 tentang

Pengelolaan Dana Desa.

(3)

1)

2)

L 18
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Pasal n

Peraturan Bupati ini mutrai berlaku

dir:ndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati
penea.patannya dalam Berita Daemh

Rawas.

pada tanggal

metrlerinta]:kan

ini dengan

Kabupaten Musi

Ditetapkan di Muara B€Uti

pada tanssal ,? JUti 2o2o

Diundanglan di Muara Beliti
pada tanqgal ft Jqd
SEKRMARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABI'PATEN MUSI RA\[/AS TAHUN 2O2O NOMOR .T8

i---..'---li l,t': I
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